DINAS PARIWISATA DAN

KABUPATEN KEBUMEN

Nomor SOP

boo-8-.2.2 7 981

Tanggal
Pembuatan

5 Oktober 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

7 Oktober 2024

Disahkan oleh
KEBUDAYAN

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
UDAYAAN

Nama SOP

Pelayanaan Pengaduan Whistle
Blowing System

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

10.

11,

Undang-Undang nomor 28 Tahun
1999 tentang penyelenggaran Negara
yang Bersih dari Korupsi,Kolusi,dan
Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasa Tindak Pidana
Korupsi;

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014
Admintrasi Pemerintahan,

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun
1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran serta Masyarakat dalam
Penyelenggran Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126
Tahun 2021 tentang
Kedudukan,Susunan Organisas,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

1. Mengetahui dan memahami

aturan tentang  peraturan
perundang-undangan:

2. Mampu mengoperasikan
Komputer;

3. Memiliki kemampuan
perencanaan;

4. Memiliki kompetensi;




KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. ASN yang menemukan adanya tindak | 1. Komputer

pelenggran,penyelenggran,dan atau | 2. Jaringan Internet
tidak pidana yang terjadi di lingkungan | 3. Printer
Pemerintah kabupaten Kebumen 4. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.Bila Prosedur ini ada yang terlewati | Semua pencatatan dan pendataan
maka pelapor tidak terlayani dengan | dalam Sistem Informasi WBS
baik; Inspektora Daerah Kebumen"

2. Bila Prosedur ini ada yang terlewati
maka ASN di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen mendapatkan
kesan negative oleh Masyarakat.
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